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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Terminal. Mengenai efektifitas penarikan retribusi dalam kaitannya dengan 
pendapatan asli daerah (PAD)  serta adanya hambatan pada saat pelaksanaan 
implementasi Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Adanya hambatan yang 
ditemukan maka tentunya harus ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi 
hambatan tersebut.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris. Sumber 
data primer yang digunakan diperoleh berdasarkan penelitian di Dinas 
Perhubungan Kabupaten Kudus. Penelitian dilakukan terhadap pengelolaan 
penarikan retibusi tipe c sebagai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal. Pengumpulan data 
dilakukan dengan studi lapangan guna mendapatkan data primer dan studi pustaka 
guna mendapatkan data sekunder sebagai landasan teori yang berkaitan dengan 
penelitian. Pengumpulan data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode 
analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan 
mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Retribusi Terminal sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kudus.Berdasarkan mekanisme pelaksanaan sudah sesuai dengan 
peraturan hanya saja ada sebagian yang tidak memenuhi target karena banyaknya 
kendaraan pribadi sehingga berkurang kendaraan umum yang beroperasi dan 
peran serta masyarakat yang dirasa belum maksimal serta kurang efektifnya 
pemberian sanksi bagi pelanggar dalam hal retribusi terminal di Kabupaten 
Kudus. Keberhasilan implementasi tersebut di akibatkan oleh adanya faktor 
pendukung dan penghambat. 
 











Fita Fiana Maylani. 2018. E0014164. IMPLEMENTATION OF LOCAL 
REGULATION KUDUS REGENCY NUMBER 6 YEAR 2011 ABOUT 
TERMINAL RETRIBUTION (STUDY OF TYPE C TERMINAL 
RETRIBUTION). Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta. 
This study aims to find out how Implementation of Local Regulation Kudus 
Regency Number 6 Year 2011 on Terminal Retribution. Regarding the 
effectiveness of withdrawal of retribution in relation to the local revenue as well 
as the obstacles in the implementation of the implementation of the Regional 
Regulation. The existence of obstacles that are found then of course must be found 
the right solution to overcome these obstacles.  
This research is an empirical legal research. The primary data source 
used was obtained based on research in the Department of Transportation of 
Kudus Regency. The study was conducted on the management of withdrawal type 
c terminal retribution as Implementation of Local Regulation Kudus Regency 
Number 6 Year 2011 About Terminal Retribution. Data collection was conducted 
by field study to obtain primary data and literature study to obtain secondary data 
as the theoretical basis relating to research. The data collection was obtained by 
using qualitative descriptive analysis method. 
 Based on the results of research and discussion, the conclusion about 
Implementation of Local Regulation Kudus Regency Number 6 Year 2011 on 
Terminal Retribution has been implemented by the Local Government of Kudus 
Regency. Based on the implementation there are with regualation also only 
should be like not fulfilled target because of the number of private vehicles so that 
reduced public transport and the role of the community that is not maximized and 
less effective sanctions for violators in terms of terminal retribution in Kudus 
Regency.The success of such implementation is caused by the existence of 
supporting and inhibiting factors. 
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